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ABSTRAK 

 

Kerjasama bidang pertanian pada umumnya dilatarbelakangi oleh 

prinsip saling membutuhkan, sebab dalam dunia kerja tidak semua 

memiliki modal dan keahlian, ada yang memiliki keahlian namun 

tidak memiliki modal, begitu juga sebaliknya, ada yang memiliki 

modal namun tidak memiliki keahlian dan waktu mengerjakannya, 

inilah yang memunculkan hubungan kerjasama tersebut. Kerjasama 

dibidang pertanian ini dikenal dengan istilah musaqah. Musaqah 

adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani 

penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat 

sehingga memberikan hasil yang maksimal. Segala sesuatu yang 

dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama 

antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan dan akad 

yang mereka buat di awal. Tetapi dalam praktiknya, pengelolaan lahan 

perkebunan kopi yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat terdapat perbedaan 

dalam pelaksanaan dengan akad musaqah yang semestinya, di mana 

salah satu pihak yaitu pihak penggarap menambahkan tanaman-

tanaman lain untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Padahal jika 

dilihat dari akadnya maka praktik musaqah ini tidak sesuai dengan 

semestinya, yang seharusnya pihak penggarap itu hanya merawat 

tanaman yang ada dalam akad musaqah, namun malah menambahkan 

tanaman lain untuk kebutuhan sehari-harinya.  

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktek 

terhadap penambahan tanaman dan bagi hasil dalam kerjasama 

pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dan Bagaimana 

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap sistem penambahan tanaman dan 

pembagiannya dalam kerjasama pengelolaan kebun di Dusun Teratas 

Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Subjek dalam penelitian ini pemilik lahan dan penggarap lahan. 
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Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan berfikir deduktif. 

Hasil penelitin menunjukkan bahwa penambahan tanaman dan 

bagi hasil dalam kerjasama dalam akad musaqah merupakan 

kebiasaan masyarakat setempat, dimana hal tersebut merupakan 

kegiatan yang tidak dilarang oleh semua pihak dalam berakad, sebab 

tanaman tersebut bukanlah tanaman tambahan yang mengganggu 

tanaman pokok yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan 

penambahan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Dan menurut perspektif fikih muamalah, akad penambahan 

tanaman dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi yang terjadi di 

Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat telah memenuhi rukun dan syarat musaqah dan tidak 

merugikan salah satu pihak, serta sesuai dengan prinsip-prinsip fikih 

muamalah, dimana dilakukan secara sukarela dan bertujuan untuk 

kesejahteraan bersama kedua belah pihak. 
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MOTTO 

 

 

ًِ وَسَهَّمَ: اقَْسِمْ بيَْىىَاَ وَبيَْهَ اخِْوَاوىِاَ  انََّ اْلاوَْصَارَ قاَنتَْ نِهىَّبِـَّي صَهَّي اللهُ عَهيَْ

انىَّخِيْمَ قاَلَ: لَا. فقَاَنوُْا: تكَُفُّوْواَ انْـمَؤُوْوتََ وَوشُْرِ كُكُمْ فـِي انثَّمْرَة؟َ قاَنوُْا: 

 خارى(.سَـمِـعْىاَ وَاطََعْىاَ. )رواي انب
 

Artinya: Bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi 

Saw., “bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma”. 

Rasulullah menjawab: “Tidak”. Lalu mereka berkata: “biarkanlah 

urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu 

bersekutu dalam memperoleh buah”. Mereka (Muhajirin) berkata: 

“Kami dengar dan kami taati”. (H.R. al-Bukhari).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh: H. Kamaluddin A. Marzuki 

(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2005), 166. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Demi mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas 

kepada pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya 

uraian terhadap penegasan arti dan makna dari istilah yang terkait 

dengan tujuan skripsi ini. Dengan adanya penegasan ini diharapkan 

tidak terjadinya kesalahan dalam memahami pemaknaan pada 

beberapa istilah yang  penulis gunakan, di samping itu juga 

langkah ini guna proses penekanan terhadap pokok permasalahan 

yang akan dibahas dalam kajian skripsi ini. 

Adapun judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Fikih Muamalah 

Terhadap Penambahan Tanaman dan Bagi Hasil dalam 

Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di Dusun Teratas 

Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat)”. Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan 

dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:  

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil 

meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dan sebagainya).
1
 Definisi tinjauan menurut Achmad 

Elqorni adalah: peninjauan kembali (review) tentang masalah yang 

berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang 

permasalahan yang dihadapi.
2
 

Fikih Muamalah yaitu Fikih secara istilah adalah ilmu yang 

membahas hukum-hukum syariat bidang Amaliah perbuatan nyata 

yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.
3
 Dan muamalah juga 

dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur 

hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 

Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, 198. 
3 Muhammad Abdul Wahab, Pengantar Fikih Muamalah (Jakarta: Rumah 

Fiqih Publishing, 2018), 7. 
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sekitarnya tanpa memandang perbedaan seperti ilmu yang 

mengatur pertukaran harta benda manfaat atau jasa antar sesama 

manusia dengan perantara akad dan perjanjian.
4
 

Penambahan Tanaman, kata penambahan berasal dari kata 

tambah yang dapat diartikan proses, cara, perbuatan menambah 

(kan), memperbanyak, mempertinggi, memperbesar. Sedangkan 

tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang seperti 

sayuran, buah-buahan dan sebagainya.
5
 Penambahan tanaman yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah proses perbuatan 

menambahkan tanaman kopi. 

Bagi Hasil yaitu proses, cara, perbuatan membagi atau 

membagikan antara satu pihak dengan pihak lain,
6
 seperti bagi 

hasil antara pihak pekerja dan pemilik lahan. 

Kerjasama ialah hubungan antara dua orang atau lebih dalam 

mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang 

berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang 

menanggungnya.
7
 

Berdasarkan penjelasan penegasan judul di atas, maka dapat 

penulis tegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul 

penelitian ini adalah suatu kajian secara ilmiah menurut pandangan 

fikih muamalah atas peristiwa dari perbuatan manusia proses 

penambahan tanaman dan Bagi Hasil dalam kerjasama pengelolaan 

kebun kopi di Dusun teratas Pekon Kembahang Kecamatan batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat. 

 

 

 

                                                             
4 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil 

Law, Common Law, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 20–21; Lihat juga 

dalam Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam - Rajawali Pers (Depok: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2021), 4. 

5 Wahyu Untara, Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi (Yogyakarta: 

IndonesiaTera, 2014), 503–4. 
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 281. 
7 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Edisi Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2014), 137. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Sebagai manusia pasti membutuhkan pekerjaan untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik bekerja di sebuah 

perusahaan maupun membuka usaha sendiri. Dalam usaha ada 

beberapa masyarakat yang lebih suka berjalan sendiri, ada juga 

yang menawarkan seseorang untuk menjalankan usahanya, 

biasanya hal ini terjadi dalam usaha perkebunan atau pertanian. 

Namun masyarakat cenderung mengutamakan untung 

dibandingkan mengutamakan hukum dalam agama. Padahal agama 

sudah menfasilitasi suatu hukum dalam seluruh usaha yang 

dilakukan oleh manusia. 

Selain itu, perlu disadari bahwa manusia di samping sebagai 

makhluk individu, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial 

(homo socius), yang berarti tidak akan mampu bertahan hidup 

tanpa hidup bersama dan memerlukan bantuan orang lain,
8
 baik 

yang berhubungan dengan kepentingan pribadi maupun demi 

kemaslahatan umat. Dalam Islam, khususnya hukum Islam sering 

disebut dengan muamalah. Muamalah yaitu aturan Allah yang 

mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan 

alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang saling baik.
9
 

Salah satu perbuatan muamalah yang dilaksanakan adalah sistem 

kerjasama dalam pengelolaan kebun kopi di dusun Teratas.  

Kerjasama dalam bidang usaha pertanian menurut kajian Fikh 

dikenal dengan beberapa istilah yaitu muzara‟ah, mukhabarah, dan 

musaqah. Kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian tersebut 

para pihak yang terlibat baik pemilik modal maupun pengelola 

sama-sama memiliki peranan masing-masing.
10

 Keuntungan atapun 

kerugian yang diperoleh merupakan hasil dari kerjasama 

tergantung pada investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama 

                                                             
8 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan 

Pesan Moral Ajaran Bumi (Depok: Penebar PLUS+, 2012), 21. 
9 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), 2. 
10 Firdaweri Firdaweri, ―Perikatan  Syari‘ah  Berbasis  Mudharabah  (Teori 

Dan Praktik),‖ Jurnal Asas, Vol. 6 No. 2 (July 14, 2014), 

https://doi.org/10.24042/ASAS.V6I2.1713. 
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tersebut. Bertujuan untuk mendapatkan hasil untuk untuk dibagi 

antara kedua belah pihak yang dikenal dengan Bagi hasil yang 

merupakan jenis kerjasama antara penggarap dan pemilik tanah, 

Terkadang si penggarap memiliki kemahiran di dalam mengelola 

tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada 

pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. 

Maka syariat Islam memberikan pembelajaran tentang kerjasama 

seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.
11

 

Masyarakat di Dusun Teratas Pekon Kembahang melakukan 

kerjasama penggarapan lahan. Kerjasama tersebut sama halnya 

dengan kerjasama musaqah, di dalam  musaqah terdapat beberapa 

pihak yang menyatakan dirinya menyerahkan sebidang kebun 

sedangkan pihak lainnya dengan berikrar untuk mengelola kebun 

tersebut. Dan hasil yang didapat akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan yang telah mereka dibuat. 

Bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil 

yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Dalam hukum adat 

dikenal dengan istilah maro (bagi hasil dua), mertelu (hasil dibagi 

tiga), dan sebagainya.
12

 Bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama 

kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang yaitu maro atau 

bagi hasil dua 50% untuk pemilik kebun dan 50% untuk 

penggarap. 

Kegiatan bagi hasil tersebut didasarkan pada firman Allah 

SWT sebagaimana terdapat dalam al-Qur‘an yang berbunyi :  

                            

            

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

                                                             
11 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh: H. Kamaluddin A. Marzuki 

(Bandung: PT. Al-Ma‘arif, 2005), 159. 
12 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 101. 
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permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah 

sangat berat siksa-Nya‖ (QS. Al-Maidah [2] : 2). 

 

Ayat di atas, Allah SWT menganjurkan kepada umatnya 

untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil dan 

berniagalah dengan suka sama suka serta saling tolong menolong 

dalam kebaikan dan melarang umatnya tolong menolong dalam 

berbuat dosa. 

Berdasarkan ayat di atas kebanyakan masyarakat 

menggantungkan dirinya kepada sektor pertanian dan perkebunan. 

Begitu juga yang terjadi pada masyarakat di Dusun Teratas Pekon 

Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

kebanyakan masyarakat desa tersebut bergantung pada sektor 

perkebunan yaitu perkebunan kopi, baik kebun kopi yang digarap 

langsung oleh pemilik kebun kopi itu sendiri ataupun dengan cara 

bekerjasama dengan digarap oleh orang lain. 

Kerjasama bagi hasil dari buah kopi yang dilakukan oleh 

masyarakat hanya berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan 

masing-masing pihak. Selain itu, akad bagi hasilnya juga 

berdasarkan dengan adat setempat atau adat yang sudah menjadi 

kebiasan, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya 

secara lisan dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi, sehingga tidak 

melalui prosedur dan kekuatan hukum yang mendukung, sehingga 

tidak ada bukti bahwa telah terjadi kerja sama di antara kedua 

pihak. 

Padahal jika memang prosesnya seperti demikian akan sangat 

besar terjadi beberapa kemungkinan adanya pelanggaran-

pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati, sehingga 

dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.  

Kerjasama yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat seperti 

kebanyakan diberbagai desa lainnya dimana pihak pengelola 

banyak menambahkan tanaman di lahan perkebunan kopi dengan 

tanaman-tanaman lain seperti: Pisang, Pepaya, Lengkuas dan 
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Sayur-sayuran yang juga dapat memberikan hasil. Hal ini 

disebabkan karena lamanya masa panen kopi yaitu dalam waktu 8-

9 bulan sekali, karena dalam kurun waktu 8-9 bulan dirasa sangat 

panjang bagi pihak pengelola maka banyak pengelola yang 

berinisiatif untuk menambahkan tanaman-tanaman lain di area 

perkebunan kopi yang bisa memberikan hasil untuk memenuhi 

kebutuhan harian mereka, sedangkan saat melakukan akad pemilik 

dan pengelola tidak menyebutkan tentang penambahan tanaman di 

kebun kopi tersebut. 

Hal inilah yang menjadikan ketidaksesuaian antara akad dan 

praktek khususnya dalam akad musaqah. Padahal jika dilihat dari 

pengertian musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani 

pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun 

itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang 

maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua 

adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap 

sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
13

 Jadi tugas 

pengelola atau penggarap hanyalah merawat tanaman yang sudah 

ada hingga memberikan hasil yang berupa buah dan tidak 

menambahkan tanaman lain, karena hal ini di luar dari akad 

musaqah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu diadakan 

pembahasan yang lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Tinjauan Fikih 

Muamalah terhadap Proses Penambahan Tanaman dan Bagi Hasil 

dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi di Dusun Teratas 

Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat. 

 

 

 

 

                                                             
13 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 

282. 
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian  

Adapun yang menjadi fokus penelitian tersebut yaitu Tinjauan 

Fikih Muamalah terhadap Penambahan Tanaman dan Bagi Hasil 

Dalam Kerjasama Pengeloaan Kebun Kopi (Studi di Dusun Teratas 

Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat). Pembahasan utamanya yaitu tentang penambahan tanaman 

dan kerjasama pengeloaan kebun kopi  menurut tinjauan fikih 

muamalah. 

Sub-fokus penelitian ini terdapat pada bagaimana praktik 

penambahan tanaman dan bagaimana kerja sama dalam 

pengelolaan kebun kopi menurut tinjauan fikih muamalah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang 

telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik akad dalam kerjasama pengelolaan kebun 

Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat.? 

2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sistem 

penambahan tanaman dan bagi hasil dalam kerjasama 

pengelolaan kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik-praktik 

penambahan tanaman dan Bagi Hasil dalam kerjasama 

pengelolaan kebun Kopi  di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah  terhadap sistem  

penambahan tanaman dan Bagi Hasil dalam kerjasama 
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pengelolaan kebun Kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat, baik bagi penulis, peneliti lain dan masyarakat pada 

umumnya, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Untuk menambahkan wawasan penulis dan mahasiswa(i) 

Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum 

Ekonomi Syariah. 

b. Sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan 

masyarakat  di Dusun Teratas Desa Kembahang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

c. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penulis 

yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap 

permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.  

2. Kegunaan Praktis  

a. Sebagai tugas akhir mahasiswa pada jenjang Strata Satu 

pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada 

Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Intan Lampung 

b. Sebagai bahan infomasi, masukan dan menjadi bahan 

perbandingan untuk mengambil keputusan dan langkah-

langkah dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pada 

masyarakat Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan 

Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sehingga 

melakukan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariat. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian 

yang relevan atau sesuai dengan judul yang dikaji.
14

 Dengan 

demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan 

dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. 

Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian 

dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir 

dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu, yaitu: 

Pertama, skripsi atas nama Alzairi Hidayat dengan judul  

―Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh 

Muamalah―  (Studi di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi). Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana pelaksanaan akad kerja sama usaha pengelolaan kebun 

kelapa sawit antara masyarat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR 

dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan 

akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara 

masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR di Desa Kebun 

Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. 

Kesimpulan dari penelitian ini, kerja sama usaha pengelolaan 

kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan 

PT. SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam 

pembagian nisbah keuntungan masih terdapat unsur ketidak jelasan 

(gharar).
15

 Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada 

objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian serta variabel 

yang berbeda, dimana peneliti bukan hanya membahas tentang 

kerjasama saja melainkan penambahan tanaman pada kerjasama 

pengelolaan kebun. Sedikit persamaan dalam penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji kerjasama kebun. 

Kedua, skripsi atas nama Shynthya Aishyah Elsylianno yang 

berjudul ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama 

                                                             
14 Tjipto Sumadi, Irawaty, and Asep Rudi Casmana, Pengembangan 

Kompetensi Penulisan Ilmiah (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 104. 
15 Alzairi Hidayat, ―Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektift 

Fiqh Muamalah Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 7. 
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Dalam Pengelolaan Kebun Kopi (Studi Di Desa Penantian 

Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)‖. Skripsi ini 

membahas tentang sistem kerjasama pengelolaan kebun kopi yang 

dilakukan masyarakat desa Penantian kecamatan Ulu belu 

kabupatenTanggamus adalah menggunakan sistem bagi hasil 50 : 

50 yang akan dibagi ketika kebun kopi panen, perjanjian dilakukan 

dalam jangka waktu 1 tahun dan jika kedua belah pihak akan 

melakukan perjanjian kembali maka akan dibentuk setelah panen 

benar-benar selesai. Namun menurut peneliti Perjanjian antar 

kedua belah pihak tidak memiliki akad yang jelas dan hanya 

dilakukan secara lisan dengan adanya beberapa saksi berdasarkan 

kebiasaan masyarakat desa Penantian.Islam menganjurkan apabila 

bermu‘amalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan 

hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha 

harus memiliki jangka waktu yang ditentukan.
16

 Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan tempat atau 

lokasi penelitian dan yang menjadi pokus penelitian ini terdapat 

pada akad yang tidak jelas, kemudian persamaannya yaitu sama-

sama kerjasama bagi hasil (musaqah). 

Ketiga, skripsi atas nama Mariana Safitri yang berjudul  

―Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah 

Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa‖ (Studi Di Desa 

Kota baru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir). Skripsi 

ini menjelaskan tentang kerjasama antara pemilik lahan dan 

penggarap lahan kebun kelapa  yang di terapkan di masyarakat 

desa tersebut. dengan berbagi hasil dengan cara bagi dua, bagi tiga 

dan bagi lima tergantung kesepakatan.namun Menurut peneliti, 

pelaksanaan akad musaqah dalam kerjasama pengelolaan kebun 

kelapa sudah memenuhi rukun dan syarat musaqah hanya saja ada 

sebagian pemilik kebun dan pengelola yang belum memenuhi 

rukun dan syarat musaqah yaitu tidak menentukan pembagian hasil 

dalam kerjasama tidak ditentukan sehingga akad musaqah menjadi 

                                                             
16 Shynthya Aishyah Elsylianno, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Kerjasama dalam Pengelolaan Kebun Kopi Studi di Desa Penantian Kecamatan 
Ulubelu Kabupaten Tanggamus‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2021), 5. 
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fasid.17
 Perbedaan Penelitian ini difokuskan pada sistem 

pembagian hasil, yang di dalamnya terdapat kecurangan salah satu 

pihak yaitu pihak pengelola tidak jujur kepada pemilik lahan, 

kemudian persamannya yaitu sama-sama bagi hasil musaqah. 

Karya ilmiah yang penulis paparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalah serta akad yang digunakan 

ada yang sama dan ada juga yang berbeda dengan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, meskipun demikian masih banyak 

permasalahan yang perlu dikaji dan dicari penyelesaian 

masalahnya yang tentunya sesuai dengan hukum Islam, khususnya 

terkait dengan adanya penambahan tanaman dalam kerjasama 

pengelolaan kebun kopi yang tidak ada dalam akad sebelumnya.  

 

H. Metode Penelitian 

Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai suatu cara 

untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara 

seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri 

merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan 

untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran.
18

 Menurut Ramdhan, metode penelitian merupakan 

aturan mengenai bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan 

dengan cara ilmiah untuk menemukan kebenaran menggunakan 

pemikiran yang kritis untuk mecapai suatu tujuan atau penelitian 

untuk mendapatkan jalan keluar atas permasalahan tertentu 

berdasarkan fakta yang terkumpul.
19

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami 

bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan 

                                                             
17 Mariana Safitri, ―Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad 

Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Studi Di Desa Kota Baru 
Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 6. 
18 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. ke-7 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24. 
19 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media 

Nusantara, 2021), 1. 
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penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Untuk mencapai 

pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu 

mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Reseach). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara 

langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan dari suatu unit sosial, individu, kelompok, dan 

lembaga masyarakat.
20

 Dalam kaitannya peneliti melakukan 

penelitian dengan menanyakan secara langsung ke pemilik 

kebun kopi dan kepada penggarap kebun kopi yang 

melaksanakan kerjasama yang ada di Dusun Teratas Pekon 

Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, suatu 

metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 

deskripsi, gambaran, atau  secara sistematis dan objektif 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan 

diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.
21

 

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara 

terperinci fenomena yang sebenarnya terkait dengan sistem 

penambahan tanaman dan pembagiannya dalam kerjasama 

pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

 

 

 

                                                             
20 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan 

Aplikasinya (Jakarta: Ghila Indonesia, 2022), 11. 
21 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: 

Paradigma, 2005), 58. 
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3. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yaitu subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang berasal dari 

pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari 

responden yaitu dari pihak pekerja atau pemilik lahan.
22

 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang 

didapat secara langsung di lapangan dari responden 

(pemilik kebun kopi dengan pekerja) melalui hasil 

wawancara, obsevasi dan dokumentasi di Dusun Teratas 

Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder adalah merupakan 

pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang 

telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan 

interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan 

tujuan penelitian.
23

 Data sekunder pada penelitian ini 

diperoleh secara langsung oleh peneliti yang berasal dari 

buku-buku, laporan-laporan, jurnal dan artkel ilmiah dan 

sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang 

berkitan dengan kajian skripsi ini. 

4. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

                                                             
22 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2005), 168. 
23 Ibid. 
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ditarik kesimpulan.
24

 Populasi dapat juga diartikan ―Sumber 

data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok 

subyek, gejala atau obyek‖.
25

 Berdasarkan pendapat tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya sekedar 

objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik 

atau sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Adapun 

populasi dalam penelitian berjumlah 13 orang, terdiri dari 4 

pemilik kebun dan 9 orang penggarap kebun Kopi di Dusun 

Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat. 

Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto bahwa: apabila 

subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subyeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih‖.
26

 Berdasarkan teori tersebut, maka 

karena populasi penelitian ini kurang dari 100 yakni 13 orang, 

maka peneliti akan mengambil seluruh populasi yang ada 

sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian populasi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrument utama dan 

instrument penunjang. Instrumen utama adalah peneliti 

sendiri, sedangkan instrument penunjang adalah daftar 

pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder dan 

lainnya.
27

 Karena penelitian ini adalah deskriptif, data yang 

diperlukan adalah data primer. Selain itu, diperlukan data 

sekunder sebagai data pendukung penelitian. 

Pengumpulan data yang berasal dari sumbernya penulis 

menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan. 

                                                             
24 Moh. Prabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 33. 
25 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23. 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

Edisi III, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 121. 
27 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Cet. Ke-11 

(Bandung: Tarsito, 2009), 9. 
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Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi 

dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di 

ruang perpustakaan.
28

 Dalam penelitian perpustakaan ini 

dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mempelajari 

berbagai bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang penulis bahas, baik berupa al-

Qur‘an, al-Hadis, buku-buku karangan para tokoh, dan 

sumber lainnya. 

Adapun pengumpulan data penelitian lapangan ini 

penulis menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut 

: 

a. Observasi  

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti 

ketika hendak mengetahui secara empiris tentang 

fenomena objek yang diamati. Observasi adalah 

pengamatan panca indra manusia (penglihata dan 

pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang 

diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut 

di analisis.
29

 Observasi yaitu mengumpulkan data 

langsung dari lapangan.
30

 Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

secara langsung keadaan atau situasi dari subjek 

penelitian. Maka peneliti akan melakukan observasi 

secara langsung tentang kerjasama pengelolaan kebun 

kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kecamatan 

Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data 

penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan 

                                                             
28 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7 

(Bandung: Mandar Maju, 2006), 33. 
29 Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 

2004), 70. 
30 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan 

Keunggulannya (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 112. 
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kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam Wawancara bisa 

dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan 

responden.
31

 

Dalam penelitian ini penulis melakukukan wawancara 

menggunakan wawancara terstruktur karena sebagian 

besar pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya 

termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.
 

32
 Adapun yang menjadi sasaran dalam wawawancara 

penelitian ini adalah pemilik kebun kopi dan penggarap 

kebun kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang 

tentang  sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang 

orang, atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian 

dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus 

penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna 

dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks 

tertulis, artefacts, gambar maupun foto.
33

 Dokumentasi ini 

digunakan untuk mempoleh keterangan dan informasi 

tentang sistem terhadap penambahan tanaman dan bagi 

hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun 

Teratas Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat. 

6. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah 

terkumpul adalah langkah pertama tahap pengolahan data 

                                                             
31 Nuria Reni Haryati, Metodologi Penelitian Karya Ilmiah (Gresik: Graniti, 

2020), 63. 
32 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 

74. 
33 Yusuf, Metode Penelinstian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian 

Gabungan (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 391. 
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langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang telah terkumpul tersebut baik sehingga segera dapat 

dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya proses 

pemeriksaan dan meneliti kembali data tersebut disebut 

dengan tahap editing.
34

 Tujuannya untuk mengoreksi 

kesalahan dan kekurangan data yang didapat yang berasal 

dari berbagai informan dalam penelitian ini. 

b. Klasifikasi 

Klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan 

data yang yang telah diperoleh ke dalam pola-pola 

tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada 

kaitanya dengan pelitian yang dilakukan.
35

 Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini dengan 

cara mengkelasifikasika jawaban para informan agar 

mudah untuk dibaca dan dimengerti, sebab jawaban para 

informan telah dikelompokkan dalam beberapa kategori. 

c. Sistematika Data (Systematizing) 

Sistematika data adalah melakukan pengecekan 

terhadap data data yang telah diperoleh secara sistematis, 

terarah dan beraturan sesuai dengan kategori dan rumusan 

masalah.
36

 Adapun langka-langka yang dilakukan dalam 

hal ini adalah dengan cara memberikan kembali data hasil 

wawancara kepada para informan untuk diperiksa 

kebenaranya. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan tahapan proses 

penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan dikelola 

untuk diolah dalam rangka menjawab permasalahan yang ada 

untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan 

                                                             
34 Bagong Suyanto and Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai 

Alternatif Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2005), 93. 
35 Nana Sudjana and Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan 

Tinggi (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 84–85. 
36 Noer Saleh and Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung 

Agung, 1989), 16. 
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keputusan. Analisis data sendiri memiliki tujuan untuk 

mendeskripsikan data agar mudah dipahami. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data 

dengan cara mengambarkan keadaan atau status fenomena 

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut 

katagori untuk memperoleh kesimpulan.
37

  

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang diamati.
38

 Analisa kualitatif ini dipergunakan 

dengan cara menguraikan dengan merinci kalimat-kalimat 

yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan 

berfikir deduktif. 

Metode berfikir deduktif yaitu metode analisa data 

dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian 

dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang 

bersifat Khusus.
39

 Metode ini digunakan dalam pengumpulan 

data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

penambahan tanaman dan pembagiannya dalam kerjasama 

pengelolaan kebun kopi dan ditarik suatu kesimpulan 

sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus. 

 

I. Sistematis Pembahasan  

Rencana pembahasan dalam skripsi ini diawali dengan kajian 

Bab I pendahuluan. Pada bagian ini akan dijabarkan terkait dengan 

penegasan judul yang menguraikan beberapa kalimat yang terdapat 

dalam judul, kemudian dilanjutkan dengan kajian latar belakang 

masalah yang melandasi adanya permasalahan dalam penelitian 

skripsi ini, dilanjutkan dengan fokus dan sub-fokus penelitian, 

                                                             
37 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-14 (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2010), 248. 
38 Ibid., 251. 
39 Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, 29. 
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rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan 

penelitian, dan signifikasi atau manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan skripsi ini, kemudian 

metode penelitian sebagai langkah yang ditempuh dalam 

menyelesaikan permasalahan skripsi ini, dan pada bagian akhir bab 

ini ditutup dengan menyajikan sistematika pembahasan skripsi dari 

awal kajian sampai dengan akhir penelitian skripsi ini.  

Bagian bab II menguraikan kerangka teoritis terkait dengan 

kajian yang dilakukan dalam skripsi ini, kajian diawal dengan teori 

tentang akad dalam Islam meliputi pengertian akad, rukun dan 

syarat akad, dan macam-macam akad, kemudian dilanjutkan 

dengan teori kerjasama (musaqah) yang meliputi pengertian 

musaqah, landasan hukum musaqah, rukun dan syarat musaqah, 

macam-macam musaqah, berakhirnya musaqah, dan hikmah 

musaqah. 

Bagian Bab III merupakan deskripsi data lapangan penelitian 

dalam skripsi sekaligus kajian pokok dalam pembahasan skripsi 

ini, meliputi gambaran lokasi penelitian yang memuat sejarah, 

letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat, dan diakhiri dengan kondisi keagamaan 

masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan kajian inti dalam skripsi 

ini yaitu terkait dengan pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun 

kopi di Dusun Teratas Pekon Kembahang kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat dan berbagai alasan terkait dengan 

kerjasama pengelolaan kebun kopi tersebut. 

Bab IV merupakan kajian analisa penulis yang memadukan 

antara data lapangan dari hasil interview, dokumentasi dan 

observasi yang kemudian dipadukan dengan data teori pada bab 

sebelumnya. Pada Bab ini berisi tentang analisa praktik musaqah 

dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas Pekon 

Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, dan 

terakhir mengkacamatai dengan menggunakan tinjauan fikih 

muamalah terkait terhadap sistem penambahan tanaman dan bagi 

hasil dalam kerjasama pengelolaan kebun kopi di Dusun Teratas 
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Pekon Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat. 

Pada bagian akhir penyajian hasil penelitian skripsi ini ini 

ditutup dengan bab V yaitu penutup, yang memuat kesimpulan 

hasil penelitian skripsi ini dan beberapa rekomendasi secara praktis 

untuk masyarakat maupun penelitian lebih lanjut terkait dengan 

kajian penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad (Perjanjian) dalam Islam 

1. Pengertian Akad (Perjanjian) 

 

Kata akad berasal dari kata „aqada – ya‟qidu – „aqdan, 

yang berarti mengikat, meyambung, atau menghubungkan 

(ar-rabt).40
 Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai 

beberapa arti
41

, antara lain : 

a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung 

tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain 

sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai 

sepotong benda. 

b. Sambungan (Aqdatun), yaitu: sambungan yang menjadi 

memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. 

c. Janji (Al-Ahdu) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‘an: 

                        

Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, 

Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa”.(Q.S. Ali-Imran [3] : 76)  

 

 

 

 

 

                                                             
40 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 68. 
41 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2003), 13. 



 
 
22 

Firman Allah SWT. dalam al-Qur‘an menjelaskan: 

                        

                       

      

 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”. (Q.S. al-Maidah [6] : 1). 

 

Istilah  ahdu dalam al-Qur‘an mengacu kepada 

pertanyaan seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada 

sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat 

seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Baik 

setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh pada janji 

yang dibuat orang tersebut, sebagaimana dijelaskan pada ayat 

tersebut di atas bahwa Allah SWT menyukai orang yang 

menepati janji siapapun orangnya.
42

 

Secara terminologi, ulama fiqh didefinisikan akad dengan 

pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul 

(pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat 

yang berpengaruh kepada objek perikatan.
43

 

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut 

ketentuan syara‟ yang menimbulkan akibat hukum pada 

objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara 

pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan 

                                                             
42 Sohari Ru‘fah, Fiqh Muamalah (Bogor: PT. Raja Grafindo Persada, 

1979), 42. 
43 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), 51. 
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yang lainnya menurut syara‟ pada segi yang tampak 

pengaruhnya pada objek.
44

 

Beberapa ulama juga merumuskan definisi akad, seperti 

Wahbah az-Zuhaili yang mengartikan kata akad dengan: 

 

ـيْءِ,  ٍَ أطَْشَافِ انشَّ اْلِإتْشَاوُ( تَيْ َٔ لِإحْكَاوُ  ِٔ تْطُ )أَ انْؼَمْذُ فـِيْ نغَُحِ انْؼَشَبِ: يَؼَُْاُِ انشَّ

ٍْ جَا ِٕيَّا, يِ يًّا أوَْ يَؼَُْ ٌَ سِتْطًا حِسِّ اءٌ أكََا َٕ ٍِ سَ ٍْ جَاَِثيَْ يِ ْٔ احِذٍ, أَ َٔ .َِةٍ 
45

 

 ―Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat 

dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata 

maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi‖. 

 

Menurut Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip 

oleh Ahmad Wardi Muslich mengemukakan pengertian akad 

secara bahasa yaitu sebagai berikut: 

 

 ُِ ضِذُّ َٔ سَتْطَُٓا,  َٔ ٍَ أطَْشَافِ انشَّيْءِ  غِ تَيْ ًْ يطُْهَكُ انْؼُمْذُ فـِي انهُّغَحِ ػَـهَٗ انْـجَ

يتَُُّ. ِٕ تَمْ َٔ ؼَُْٗ إحِْكَاوَ انشَّيْءِ  ًَ يطُْهَكُ تِ َٔ  , انْحِمُّ
46

 

 ―Akad menurut etimologi diartikan untuk 

menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, 

lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan 

mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya‖. 

 

Menurut ulama Syafi‘iyah, Malikiyah, dan Hanabilah 

memberikan definisi akad yaitu: 

اءٌ طَذَسَ تئِسَِادَجٍ يُ  َٕ ِّ, سَ شْءُ ػَـهَٗ فِؼْهِ ًَ َٕ كُمُّ يَا ػَضَوَ انْـ  فِ لْ َٕ انْ كَ  جٍ دَ شَ فَ ُْ انَْؼَمْذُ فَُٓ

 غِ يْ ثَ انْ كَ  ِّ ائِ شَ َْ ـي إِ فِ  ٍِ يْ تَ ادَ سَ ٗ إِ نـَ إِ  اجِ تَ حْ اِ  وْ , أَ ٍِ يْ ًِ يَ انْ َٔ  قِ لَ انطَّ َٔ  اءِ شَ تْ لإِ اْ َٔ 

.ٍِ ْْ انشَّ َٔ  مِ يْ كِ ْٕ انتَّ َٔ  اسِ جَ يْ الْإِ َٔ 
47

 

                                                             
44 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013), 110–11. 
45 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh, Juz IV (Damaskus: 

Dar al-Fikr, 1996), 80. 
46 Muslich, Fiqh Muamalah, 110. 
47 Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh, 80. 
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 ―Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh 

seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu 

kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, 

atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, 

seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai‖. 

 

Sedangkan Ulama Hanafiyah mengartikan akad dengan: 

 

تِؼِثاَسَجٍ  ِٔ . أَ ِّ عٍ يثَْثتُُ أَثَشُُِ فيِ يَحَهِّ ْٔ ٍّ يَشْشُ جْ َٔ لٍ ػَـهَٗ  ْٕ َٕ اِسْتثِاَطُ إِيْجَابٍ تِمثَُ انْؼَمْذُ ُْ

.أخُْشَٖ: تؼََهُّكُ كَلَوِ أحََذِ  حَمٍّ ًَ ٍّ يظَْٓشَُ أثَشَُُِ فِٗ انْـ جْ َٔ  َٗ ٍِ تِالْْخََشِ شَشْػًا ػَه انْؼَالِذِيْ
48

 

―Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut 

ketentuan syara‟ yang menimbulkan akibat hukum pada 

objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara 

pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan 

yang lainnya menurut syara‟ pada segi yang tampak 

pengaruhnya pada objek‖. 

 

Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan 

ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari 

pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek 

akad.
49

 Sedangkan menurut Syamsul Anwar mengatakan 

bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih ntuk melahirkan 

suatu akibat hukum pada objeknya.
50

 

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau 

pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat 

hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu 

pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan 

                                                             
48 Ibid., 81. 
49 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), 23. 
50 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), 75. 
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mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak 

yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan 

kehendak masing- masing pihak tidak terkait satu sama lain 

karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang 

tercermin dalam ijab dan qabul.
51

 Akad merupakan tindakan 

hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang 

mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang 

menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai 

tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam 

modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat 

hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak 

diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.
52

 

Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-

batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak 

antar pihak yang sedang melaksanakan akad, Selain itu akad 

bagi hasil misalnya kerjasama bagi hasil bidang perkebunan 

yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang Kabupaten 

Lampung Barat. 

2. Rukun Akad  

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu 

hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan 

tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan 

menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. 

Rukun Akad ada empat macam,
53

 yaitu : 

a. Aqid (orang yang melakukan akad) adalah orang yang 

membuat berakad terkadang masing-masing pihak terdiri 

dari satu orang, dan terkadang terdiri dari beberapa orang. 

Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang 

memiliki hak ataupun wakilnya. 

                                                             
51 Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 101. 
52 Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, ―Prosedur 

Jual Beli Lelang Barang  Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam 

Kajian Hukum Islam,‖ Jurnal Asas, Vol. 11 no. 2 (December 20, 2019): 101–16, 

https://doi.org/10.24042/ASAS.V11I2.5600. 
53 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2017), 51. 
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b. Shighat al‟aqd, ialah ijab kabul, ijab ialah penjelasan 

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul 

ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang 

diucapkan setelah adanya ijab. Ahmad Azhar Basyir 

menyatakan bahwa yang dimaksud sighat akad adalah 

dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan 

rukun-rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat 

dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang 

memberi pengertian dengan jelas adanya ijab dan kabul, 

dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi 

kebiasaan dalam ijab dan kabul.54
 

c. Ma‟qud alaih (objek akad), yaitu benda-benda yang 

diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad 

jual beli, dalam akad kerjasama, akad hibah (pemberian), 

gadai, dan sebagainya. 

d. Maudhu al-„aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad, maka berbeda akad maka berbedalah 

tujuan pokok akad-akad tersebut. Misalnya tujuan pokok 

akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual 

kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad 

hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada 

yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti 

(„iwad). Tujuan akad ditandai dengan beberapa 

karakteristik, yaitu: Pertama: Bersifat objektif, dalam arti 

dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad kepada 

akad yang lain sejenis dan karenanya terlepas dari 

kehendak para pihak sebab tujuan akad ditetapkan oleh 

para pembuat hukum; Kedua: Menentukan jenis tindakan 

hukum, dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis 

akad dari jenis lainnya; Ketiga: Tujuan akad merupakan 

fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian 

bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari 

                                                             
54 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata 

Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2004), 69-70. 



 
 

27 

sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, 

yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum yang 

bersangkutan.
55

 

3. Syarat-syarat Akad  

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu 

yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang 

lain itu. Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi yaitu: 

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat 

yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad : 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, 

orang yang berada dibawah pengampun (mahjur) 

karena boros dan lainnya akadnya tidak sah. 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima 

hukumnya. Gemala Dewi ahli di bidang hukum 

perikatan Islam menyebutkan bahwa syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dalam objek akad adalah: Objek 

perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan; Objek 

perikatan dibenarkan oleh syariah; Objek akad harus 

jelas dan dikenali; Objek akad dapat 

diserahterimakan.
56

 

3) Akad itu dijadikan oleh syara, dilakukan oleh orang 

yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia 

bukan akid yang memiliki barang, 

4) Akad bukan jenis akad yang dilarang. 

5) Akad dapat memberi faedah. 

6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila 

ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul. 
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7) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang 

melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya 

qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.
57

 

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat 

yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat 

khusus ini juga disebut dengan idhofi (tambahan) yang 

harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti 

syarat adanya saksi dalam pernikahan.
58

 

Pendapat lain menjelaskan bahwa perlu adanya syarat sah 

akad. Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh 

syara‘ untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. 

Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi 

fasid, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya, dalam jual beli 

disyaratkan oleh Hanafiah, terbebas dari salah satu „aib 

(cacat) seperti ketidakjelasan (jahalah), paksaan (ikrah), 

pembatasan waktu (tauqit), tipuan atau ketidakpastian 

(gharar).
59

 

4. Macam-macam Akad 

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa 

dibagi dari berbagai segi keabsahannya.
60

 Menurut syara‘ 

dapat dibagi menjadi : 

a. Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan 

syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya 

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta 

mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini 

menjadi dua macam yaitu: 

1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu 

akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan 
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60 Haroen, Fiqh Muamalah, 108. 
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syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 

melaksanakannya. 

2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan 

seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia 

memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan 

melaksanakan akad itu. 

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh 

membagi menjadi dua macam: 

1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak- pihak 

yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh 

membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. 

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak- pihak 

yang melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah 

(perwakilan), al-„ariyah pinjam-meminjam), dan al-

wadi‟ah (barang titipan). 

b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat 

kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh 

akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua 

belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi 

menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang 

batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi 

salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara‘. 

Sedangakan akad fasad adalah akad yang pada dasarnya 

disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. 

 

B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam  

1. Sistem Bagi Hasil   

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang 

telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian 

seperti halnya kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun 

dengan penggarap yang terjadi di kebun kopi Dusun Teratas 

Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat. Sistem kerjasama antara pemilik lahan 
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(tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan 

pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan 

dari hasil produksi, bisa ½ (setengah), 1/3 (sepertiga) atau ¼ 

(seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan 

dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam 

bentuk hasil bumi.  

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah perjanjian 

pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil 

pengolahan tanah itu.
61

  Ahli lain memberikan definisi  

bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil disebutnya 

mukharabah yakni satu pihak menyediakan modal dan pihak 

lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, 

berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha 

tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.
62

 

Adapun sistem bagi hasil yang terjadi di Dusun Teratas 

Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat hasil dari buah kebun kopi tersebut dibagi 

dua antara pemilik kebun dengan si penggarap atau juga 

disebut dengan maro. 

2. Macam-macam Bentuk Akad dalam Bidang Pertanian 

Dalam kajian hukum Islam atau fikih muamalah bsnyak 

teori yang dipelajari dalam bidang bagi hasil, dalam hal ini 

penulis akan membahas tentang bagi hasil perkebunan atau 

pertanian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan 

dalam skripsi ini, dimana terdapat beberapa bentuk akad 

dibidang pertanian, antara lain, yaitu : Akad muzara‟ah, akad 

Mukhabarah, dan akad Musaqah. 
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Menurut bahasa, al-muzara‟ah yang berarti tharh al-

zur‟ah (melemparkan tanaman),
63

 muzara‟ah memilki dua 

arti yang pertama al-muzara‟ah yag berarti tharh al-zur‟ah 

(melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (al-

budzar). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna 

yang kedu adalah al-inbat makna hakiki makna kedua ini 

berarti menumbukan.
64 

Muzara‟ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antar 

pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan 

memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari 

hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun.
65

 

Kemudian musaqah, secara sederhana diartikan dengan 

kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian 

dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.
66

 Musaqah 

adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara‟ah dimana si 

penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 

pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas 

nisbah tertentu dari hasil panen. 

Antara muzara‟ah dan Musaqah terdapat persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan 

akad (Perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah: di 

dalam Musaqah tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga 

kerja untuk memeliharanya. Di dalam muzara‟ah, tanaman di 

tanah belum ada, tanahnya masih harus digarab dahulu oleh 

penggarapnya.
67

 

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik 

tanah atau lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa 

hasilnya akan dibagi antar pemilik tanah dan penggarap 
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menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan 

benihnya dari penggarap tanah. 

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa 

muzara‟ah sama dengan mukhabarah, menurut Hanafiyah, 

mukhabarah dan muzara‟ah hampir tidak bisa dibedakan, 

muzara‟ah menggunakan kalimat bi ba‟d al-kharij min al-

ard, sedangkan dalam mukhabarah menggunakan kalimat bi 

ba‟d ma yakhruju min al-arad, menurut hanafiyah belum 

diketahi perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran 

Hanafiyah.
68

 Sedangkan menurut Dharin Nas, Imam Syafi‘i 

berpendapat bahwa mukhabarah adalah menggarap tanah 

denagan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan 

muzara‟ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan 

apa yang dihasikan dari tanah tersebut.
69

 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa perbedaan antara akad muzara‟ah dan Mukhabarah, 

hanya terletak pada benih tanaman. Dalam muzara‟ah, benih 

tanamannya berasal dari pemilik tanah, sedangkan 

mukhabarah, benih tanaman berasal dari pihak penggarap. 

Hal ini sebagaimana di firimankan oleh karena itu Allah 

SWT dalam al-Qur‘an yang berbunyi: 

                             

                         

               

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 

dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan 

sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan 
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sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa 

yang mereka kumpulkan.” (Q.S.Az-zukhruf [43] : 32). 

 

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT. telah 

menentukan sarana kehidupan manusia di dunia dan Allah 

telah meningkatkan sebagian dari manusia dalam harta 

benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain, dari sebagian yang lain 

agar manusia dapat tolong-menolong dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Penggunaan kata Rabbika yang ditunjukan kepada Nabi 

Muhammad Saw. Kata ma‟isyatahum/ penghidupan mereka, 

terampil dari kata aisy yaitu kehidupan yang berkaitan 

dengan hewan dan manusia di dunia ini. Ba‟dhuhum 

ba‟dhan/sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup 

semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan 

fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.
70

 

Dalam hal ini penulis beranggapan kerja sama bagi hasil 

kebun kopi yang terjadi di Dusun Teratas Pekon Kembahang 

merupakan bagi hasil  dalam bidang memilihara perkebunan 

menurut fikih muamalah yaitu disebut dengan istilah akad 

Musaqah. 

 

3. Pengertian Musaqah  

Secara sederhana Musaqah  diartikan dengan kerjasama 

dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil 

yang diperoleh dari tanaman tersebut.
71

 Menurut Amir 

Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam 

muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang 

berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini 

mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya musaqah) 
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menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan 

buahnya.
72

 

Musaqah  diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang 

bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau 

pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan 

kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil 

yang diurus sebagai imbalan.
73

  

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari 

muzara‟ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab 

atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si 

penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
74

 

Secara etimologi, al-musaqah  berarti transaksi dalam 

pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-

mu‘amalah.Secara terminologis fikih, al-musaqah 

didefinisikan oleh para ulama fikih dengan: ―penyerahan 

sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat 

dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari 

hasil kebun itu”.  

Musaqah, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana 

dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut: 

طَحٍ  ْٕ ِٕ رَنكَِ تشَِشَائطَِ يَخْظُ َحَْ َٔ صَسْعٍ  َٔ َحَْمٍ  َٔ َٗ خِزْيَحِ شَجَشٍ    .ػُمْذٌ ػَه

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman 

(pertanian), dan hal lainnya,  dengan syarat-syarat 

tertentu”.75
 

Menurut Malikiyah, musaqah  ialah: 

ُْثتُُ تاِ لْسَْعِ   .يَا يَ

 “Sesuatu yang tumbuh ditanah”.76
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Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi 

menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:
77

 

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. 

Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan 

waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun. 

b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, 

seperti pohon kayu keras, karet dan jati. 

c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah 

dan dapat dipetik seperti padi. 

d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada 

buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang 

yang bermanfaat, seperti bunga mawar. 

e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, 

seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan 

ditempat lainnya. 

 

Sedangkan menurut ulama Syafi‘iyah mendifinisikan 

dengan : 

ٌْ يثُاَشِشَ  ْٔ ػُِثَاً سَخْظًا أَخَشَ ػَهَٗ أَ هكُِ َخَْلً أَ ًْ ٌْ يؼَُايَمَ شَخْضٌ يَ اِ

ِٔ انْؼُِةََ  ا انَُّخُمَ أَ ًَ ِٓ نَُّ فِٗ ثاََيِ َٔ ِٕ رَنكَِ  َحَْ َٔ ُْظِ  انْحِ َٔ انتَّشْتيِحَِ  َٔ تِانسَّمِٗ 

 ُُّْ شِ انَّزِٖ يحَْشُجُ يِ ًَ ٍَ انثَّ ٌٍ يِ ِّ جُضْاءٌ يَؼَيَّ ه ًَ  .َظَِيْشِ ػَ

“mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap 

kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan 

merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama 

antara pemilik dengan petani penggarap‟‟
78

 

 

Menurut ulama Hanabilah, musaqah  mencakup dua 

masalah berikut ini:
79
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1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti 

pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada 

buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari 

buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya. 

2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut 

belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut 

ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh 

bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang 

kedua ini disebut munashabah mugharasah karena 

pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk 

ditanamkannya. 

 

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa musaqah 

adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon 

buah lainnya kepada orang lain yang sanggup meyiraminya 

dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan 

pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari 

buahnya. 

Dengan demikian, akad al-musaqah adalah sebuah 

bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap 

dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga 

memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu 

yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan 

hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan 

kesepakatan yang mereka buat. 

Penggarap disebut musaqi, dan pihak lain disebut pemilik 

pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: 

Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun 

ke atas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan 

akhinya dalam pemotongan/ penebangan. Baik pohon itu 

berbuah atau tidak.
80

 Kerjasama dalam bentuk musaqah ini 

berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat 

tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang 
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telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum 

tentu.
81

 

4. Landasan Hukum Musaqah  

Dasar hukum musaqah  yang bersumber dari al-Qur‘an 

diantaranya yaitu : 

...                     ...        

 

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran...”.( Q.S. al-Maidah [5]: 2 ) 

 

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada 

setiap orang orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji 

yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada 

Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti 

yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan 

sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah 

SWT.
82

 

Selain itu, dijelaskan dalam firman Allah SWT, 

sebagai berikut:  

                       

                  ... 

 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
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seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar...‖. (Q.S al-Baqarah [2]: 282) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang 

melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, 

hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan 

secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan 

dalam suatu kerjasama. 

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini 

yaitu dijelaskan juga dalam firman Allah SWT sebagai 

berikut: 

                 

     ... 

 

“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku 

dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu 

aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas 

diriku (lagi).‖. (Q.S al-Qashash [28]: 28) 

 

Selain ayat di atas, asas hukum  musaqah  ialah sebuah 

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr 

ra., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: 

ايَح دَفَغَ إنَِٗ  َٔ فِٗ سَ َٔ صَسْعٍ  ْٔ شْ أَ ًَ ٍْ ثَ أػَْطَٗ خَيْثشََ تِشَطْش يَا يخَْشُجُ يَُِْٓا يِ

لَ اللهِ ص و  ْٕ سُ ٌْ نشَّ أَ َٔ ِٓى  انِ َٕ ٍَ أيَْ ْٕ َْا يِ هُ ًَ ٌْ يؼَْ أسَْضََٓا ػَهَٗ أَ َٔ دِ خَيْثشََ  ْٕ انيَُٓ

 شَطْشََْا

 

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh 

dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian 

(tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul 
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menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah 

dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk 

Nabi”.83 

 

Dalam menentukan  keabsahan akad musaqah  dari segi 

syara‘, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu 

Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad al-

musaqah  dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan 

sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-

musaqah  seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan 

imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal 

ini menurut mereka termasuk ke dalam larangan Rasul Saw. 

dalam sabdanya yang berbunyi: 

 

ٍْ أتَـِيْ  سَهَّىَ ػَ َٔ  ِّ لُ اللهِ طَهَّٗ اللهُ ػَهَيْ ْٕ ُُّْ لَالَ: لالََ سَسُ َٗ اللهُ ػَ ْشَُيْشَجَ سَضِ

ٍْ كَاََتْ نَُّ أسَْعٌ فهَْيضَْسِػَْٓا أٔ نـيًُحٓا أخاِ فئٌ أتـٗ فهيًسك أسضّ(.  )يَ

 “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Rasulullah 

saw (barang siapa yangg memiliki tanah maka hendaklah 

ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika 

ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu).”(Hadits 

Riwayat Muslim).
84

 

 

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad 

ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, 

berpendirian bahwa akad al-musaqah  dibolehkan. Alasan 

kebolehan akad al-musaqah, menurut mereka, adalah sebuah 

hadis dari ‗Abdullah  ibn Umar yang menyatakan bahwa: 

―Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama 

perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan 
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bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil 

kebun atau pertanian itu” (HR al-Jama‟ah) 

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa 

seorang Ansor pernah mengusulkan kepada Rasulullah Saw. 

agar para Muhajirin mendapat sebagian dari kebun kurma 

mereka. Nabi menjawab ―saya tidak membolehkan‖, 

kemudian disusulkan lagi agar kaum Muhajirin yang 

mengelolanya dan hasilnya dibagi bersama. Mendengar 

perkataan tersebut Rasulullah Saw. membolehkan orang 

Muhajirin mengelolanya dan hasilnya dibagi bersama. 

Seperti dalam hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi: 

 

اََُِا انَُّخِيمَْ  َٕ ٍَ اخِْ تَيْ َٔ سَهَّىَ: الَْسِىْ تَيََُُْا  َٔ  ِّ َّٗ طَهَّٗ اللهُ ػَهَيْ َْظَاسَ لَانَتْ نهَُِّثـِ ٌَّ اْلاَ  اَ

َشُْشِ  َٔ ََحَ  ْٔ ؤُ ًَ ََا انْـ ْٕ ا: تَكُفُّ ْٕ ـؼَُْا لَالَ: لَا. فَمَانُ ًِ ا: سَـ ْٕ شَج؟َ لَانُ ًْ كُكُىْ فـِٗ انثَّ

اطََؼَُْا. )سٔاِ انثخاسٖ(. َٔ 

Bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi Saw., 

“bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma”. 

Rasulullah menjawab: “Tidak”. Lalu mereka berkata: 

“biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami 

bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah”. 

Mereka (Muhajirin) berkata: “Kami dengar dan kami taati”. 

(H.R. al-Bukhari).
85

 

 

Ini artinya bahwa orang-orang Anshar menginginkan 

untuk melakukan kerjasama dengan orang-orang Muhajirin 

dalam mengelola pohon kurma, kemudian beliau tidak 

bersedia, lalu mereka mengajukan usul bahwa merekalah 

yang mengelola persoalannya, dan mereka berkah sebagian 

hasilnya, lalu Rasulullah Saw. mengabulkan permohonan 

mereka. 

Berdasarkan kandungan hadis tersebut di atas, maka 

dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw. tidak membenarkan 
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kebun orang Anshar itu diberikan kepada orang Muhajirin 

dengan Cuma-Cuma, Nabi membenarkan mereka mengelola 

dan memanfaatkan hasil dari jerih payah mereka.  

Di samping kedua hadis di atas, kebolehan al-musaqah 

jika didasarkan atas ijma‘ (kesepakatan para ulama fiqh), 

karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat 

dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup 

mereka. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa 

sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri 

perkebunannya. 

5. Rukun dan Syarat-syarat Musaqah  

Kerjasama dalam bentuk musaqah  ini berbeda dengan 

mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena 

hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti 

ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. 

Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka 

kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan 

cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat 

menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka 

sama suka). 

Terdapat beberapa perbedaan dan persilangan pendapat 

dikalangan ulama fikih terhadap rukun-rukun musaqah. 

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun 

dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan 

qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani 

penggarap.
86

 

Sedangkan rukun-rukun musaqah menurut ulama 

Syafi‘iyah ada lima berikut ini. 

a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas 

(sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan 

shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan 

saja.  
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b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-„aqidani), 

disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli 

(mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, 

dan tidak berada dibawah pengampuan. 

c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon 

yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang 

berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang 

buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, 

jagung, dan yang lainnya. 

d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan 

dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya 

menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau 

pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus 

ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-

cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, 

atau mengawinkannya. 

e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang 

punya kebun dan bekerja dikebun) saat melakukan akad 

kerjasama ini secara jelas seperti, seperti seperdua, 

sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.
87

  

Syarat dalam melaksanakan al-musaqah atau bagi hasil 

ini, seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq dalam karyanya 

yang berjudul Fiqh Sunnah88 adalah sebagai berikut: 

1) Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil al-musaqah 

itu harus diketahui dengan penglihatan atau sifat yang 

tidak berbeda dengannya, karena akad terhadap sesuatu 

yang tidak diketahui atau tidak jelas hukumnya tidak sah. 

2) Bahwa masa musaqah diketahui dengan jelas, karena ia 

merupakan akad lazim sehingga tidak ada unsur gharar 

(penipuan) di dalamnya. 
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3) Hendaknya akad musaqah dilakukan sebelum tampak 

buahnya, karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu 

penggarapan. 

4) Hendaknya musaqi (penggarap) mendapatkan bagian 

tertentu dari hasilnya seperti setengah atau sepertiga 

bagian. 

Ketika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, 

maka akad musaqah tidak sah dan batal. Apabila musaqi 

telah mulai bekerja dan tanaman telah tumbuh karena 

pekerjaannya maka dia berhak mendapatkan upah yang 

wajar, sementara pertumbuhan tanaman tersebut menjadi 

milik pemiliknya.  

6. Macam-macam Musaqah 

Macam-macam Musaqah, yaitu: 

a. Musaqah yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada 

hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah 

menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya 

agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. 

Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban 

mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun 

bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya 

mengetahui hasilnya. 

b. Musaqah yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk 

mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari 

air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan 

jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau 

usaha-usaha yang lain. Musāqāh yang pertama harus 

diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada 

penegasan lagi).
89

 

7. Hukum-hukum yang Terkait dengan al-Musaqah  

Akad al-musaqah, menurut ulama fiqh adakalanya sahih, 

jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga 
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fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad al-muasaqah 

tidak terpenuhi. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan 

akad al-musaqah  yang sahih adalah: 

a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan 

tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan 

untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab 

petani penggarap. 

b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua 

belah pihak (pemilik dan petani). 

c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), 

maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa. 

d. Akad al-musaqah  yang telah disepakati mengikat kedua 

belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh 

membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang 

membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang 

telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan 

berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada 

uzur pada diri petani itu. 

e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad al-

musaqah  lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan 

dari pemilik perkebunan (pihak pertama). 

 

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad 

musāqāh yang sahih, terdapat pula hukum-hukum yang 

berkaitan dengan akad musāqāh yang fāsid. Adapun akad 

musaqah  bisa fasid apabila: 

1) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu 

pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada 

dalam akad itu. 

2) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah 

satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau 

bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga 
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makna al-musaqah  sebagai serikat dalam hasil panen 

tidak ada lagi. 

3) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun  

itu, bukan petani penggarap saja. 

4) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban 

petani penggarap, karena dalam akad al-musaqah  

pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani. 

5) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan 

kewajiban petani atau pemilik. 

6) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, 

sementara dalam tenggang waktu yang disepakati 

tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan 

setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.
90

 

Jika akad al-musaqah  fasid, maka akibat hukumnya: 

a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di 

kebun itu. 

b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, 

sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari 

hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar 

yang berlaku didaerah itu (ajru al-mitsil).91
 

8. Berakhirnya Akad Musaqah  

Menurut ulama fiqh sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun 

Haroen dalam karyanya Fiqh Muamalah92 bahwa akad 

musaqah  berakhir apabila: Tenggang waktu yang disepakati 

dalam akad telah habis, salah satu pihak meninggal dunia, 

dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh 

melanjutkan akad. 

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya 

adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri 

hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak 
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memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, menurut 

madzab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad 

meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah 

tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun 

belum tampak kebagusan buah tersebut, demi menjaga 

kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau 

dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli 

warisnya, sehingga buah itumasak atau pantas untuk dipanen, 

sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, 

jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini 

tidak ada kerugian. Dalam masa fasakh-nya, akad dan 

matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah. 

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja 

sebelum berakhirnya waktu atau fasakh-nya akad, mereka 

tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka memetik buah yang 

belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak berada 

pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan 

seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakai. 

b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya 

sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau 

memeti. 

c. Pembiyaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk 

dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian 

penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai 

harganya (uang).
93

 

Jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan 

petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang 

berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh 

memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. 

Akan tetapi ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad 

musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu 
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pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya 

karena ada uzur dari pihak petani. 

Ulama Syafi‘iyah juga mengatakan bahwa akad musaqah 

tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani 

penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah 

seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan 

pekerjaan itu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad 

musaqah sama dengan akad al-muzara‟ah yaitu akad yang 

tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, 

masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika 

pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka 

buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, 

sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.
94

 

9. Hikmah Musaqah  

Islam mensya‘riatkan dan membolehkan untuk memberi 

keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang 

memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk 

memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang 

tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk 

memproduktifkannya. Karena itu, sya‘riat membolehkan 

untuk mu‘amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat 

mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat 

dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), 

sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan 

harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara 

modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk 

akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan 

terbendungnya kesulitan.
95

 

Bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang cukup 

besar bagi Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk 

ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan 

                                                             
94 Ibid., 288. 
95 Sabiq, Fiqh Sunnah, 37. 
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hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang 

dirugikan.
96

 

Kerjasama masyarakat, karena memupuk terhadap 

individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong 

dan kepedulian antar sesama, seperti firman Allah SWT 

sebagai berikut: 

  ...                      

.. “...dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...‖. 

 

Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT, yaitu : 

                        

―Dan membuang dari mereka beban-beban dan 

belenggu-belenggu yang ada pada mereka”. (Q.S al-A‘Raaf 

[7] :157) 

 

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit 

bahwa syari‘at Islam senantiasa menginginkan hilangnya 

kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari‘at 

tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati 

batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga 

mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-

hukumnya (yang termuat dalam syari‘at Islam), pada 

hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan 

keringanan pada hambanya. 

 

 

                                                             
96 Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, 244. 
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